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RINGKASAN

Koperasi  sebagai  badan  hukum  yang  berlandaskan  asas  kekeluargaan  dan 
demokrasi ekonomi memiliki karakteristik kepemilikan dan pengendalian yang 
berbeda  dari  perseroan  terbatas.  Dalam  perkembangannya,  transparansi 
kepemilikan  dan  pengendalian  badan  hukum  menjadi  isu  strategis  dalam 
pencegahan  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Kebijakan  mengenai 
Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner) mengharuskan  setiap  badan  hukum, 
termasuk  koperasi,  untuk  mengidentifikasi  pihak  yang  secara  substantif 
mengendalikan atau  memperoleh  manfaat  dari  badan hukum tersebut.  Dalam 
praktiknya, proses pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan 
melalui  akta  notaris,  sehingga  notaris  memiliki  posisi  penting  dalam  proses 
administrasi  dan  legalitas  data  pemilik  manfaat.  Permasalahan muncul  ketika 
terdapat  ketidaksesuaian  atau  ketidakbenaran  data  pemilik  manfaat  yang 
dicantumkan dalam dokumen koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan 
mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum notaris atas penetapan pemilik 
manfaat  koperasi,  serta  bagaimana  batas  kewenangannya  agar  tidak  terjadi 
perluasan tanggung jawab yang melampaui fungsi jabatan. Ketidakjelasan norma 
berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  bahkan  risiko  kriminalisasi 
terhadap notaris yang bertindak dalam batas kewenangannya. Oleh karena itu, 
diperlukan kajian mendalam mengenai konstruksi tanggung jawab hukum notaris 
dan batas kewenangannya dalam penetapan pemilik manfaat koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab 
hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi serta menentukan batas 
kewenangan notaris guna menjamin kepastian hukum. Secara khusus, penelitian 
ini berupaya mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat timbul, baik 
administratif, perdata, maupun pidana, dalam konteks pelaksanaan kewenangan 
jabatan  notaris.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  merumuskan  batas  kewenangan 
notaris  dalam verifikasi  dan  pencantuman  data  pemilik  manfaat  agar  sejalan 
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip  kehati-hatian. 
Kegunaan penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan ilmu hukum kenotariatan, khususnya terkait pertanggungjawaban 

1NIM. 2420216310047
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jabatan dan transparansi kepemilikan badan hukum. Secara praktis, penelitian ini 
diharapkan  menjadi  rujukan  bagi  notaris  dalam menjalankan  tugasnya  secara 
profesional dan berhati-hati, serta bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan 
regulasi yang harmonis antara pengaturan Beneficial Owner dan Undang-Undang 
Jabatan Notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat 
preskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji 
berfokus pada norma hukum, konstruksi  peraturan perundang-undangan,  serta 
asas dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris. 
Pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan  untuk 
menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 
Perkoperasian, serta regulasi mengenai Pemilik Manfaat; pendekatan konseptual 
untuk mengkaji konsep tanggung jawab hukum, kewenangan jabatan, dan prinsip 
kehati-hatian; serta pendekatan sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma 
dalam satu sistem hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum 
primer  berupa peraturan  perundang-undangan,  bahan hukum sekunder  berupa 
buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis 
dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya 
dengan teori serta prinsip hukum yang relevan.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  notaris  dalam 
penetapan  pemilik  manfaat  koperasi  pada  dasarnya  terbatas  pada  kebenaran 
formal data yang disampaikan oleh para pihak serta pelaksanaan kewajiban kehati-
hatian sesuai ketentuan jabatan. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran 
materiil  pemilik  manfaat  sepanjang  tidak  terdapat  unsur  kesengajaan, 
pengetahuan, atau kelalaian yang nyata dalam proses pembuatan akta. Tanggung 
jawab administratif dapat timbul apabila notaris melanggar kewajiban jabatan, 
sedangkan tanggung jawab perdata atau pidana hanya dapat dikenakan apabila 
terdapat  unsur  kesalahan  yang  dapat  dibuktikan.  Batas  kewenangan  notaris 
terletak pada fungsi pembuatan akta autentik dan verifikasi identitas secara formal, 
bukan  sebagai  pihak  yang  melakukan  investigasi  substantif  terhadap  struktur 
pengendalian  koperasi.  Penegasan  batas  tersebut  penting  untuk  menjamin 
kepastian  hukum  dan  mencegah  perluasan  tanggung  jawab  yang  tidak 
proporsional.  Harmonisasi  regulasi  antara  pengaturan  Beneficial  Owner dan 
Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan agar terdapat keseimbangan antara 
kepentingan transparansi badan hukum dan perlindungan terhadap notaris sebagai 
pejabat umum.
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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Manfaat, Koperasi

Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Penetapan Pemilik 
Manfaat  Koperasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konstruksi 
tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi serta 
menentukan  batas  kewenangan  notaris  guna  menjamin  kepastian  hukum. 
Kegunaan  penelitian  ini  secara  teoretis  adalah  memperkaya  kajian  hukum 
kenotariatan  terkait  pertanggungjawaban  jabatan,  sedangkan  secara  praktis 
memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya secara 
profesional dan berhati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan 
dan  konseptual,  dengan  analisis  kualitatif  terhadap  bahan  hukum primer  dan 
sekunder.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  notaris  dalam 
penetapan  pemilik  manfaat  koperasi  pada  dasarnya  terbatas  pada  kebenaran 
formal data yang disampaikan oleh para pihak serta pelaksanaan prinsip kehati-
hatian sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab 
atas kebenaran materiil sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian 
yang nyata. Tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana hanya dapat 
timbul apabila terdapat pelanggaran kewajiban jabatan atau kesalahan yang dapat 
dibuktikan secara hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa batas kewenangan notaris terletak pada 
fungsi pembuatan akta autentik dan verifikasi  identitas formal,  bukan sebagai 
pihak  yang  melakukan  investigasi  substantif  terhadap  struktur  pengendalian 
koperasi. Kejelasan batas kewenangan tersebut penting untuk menjamin kepastian 
hukum  dan  mencegah  perluasan  tanggung  jawab  yang  tidak  proporsional, 
sehingga tercipta  keseimbangan antara  prinsip transparansi  badan hukum dan 
perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum.

3NIM. 2420216310047
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ABSTRACT

Keywords: Legal Responsibility, Beneficial Owner, Cooperative

This  thesis  entitled  The  Legal  Responsibility  of  Notaries  in  Determining  the  
Beneficial Owner of Cooperatives aims to analyze the legal construction of notarial  
responsibility in determining the beneficial owner of cooperatives and to define the  
limits of notarial authority in order to ensure legal certainty. Theoretically, this  
research contributes to the development of notarial law concerning official liability,  
while practically it provides guidance for notaries in exercising their authority  
professionally and prudently. This research employs a normative legal method with 
a  prescriptive  approach,  using  statutory  and  conceptual  approaches,  and  
qualitative analysis of primary and secondary legal materials.

The findings reveal that  the legal responsibility of  notaries in determining the  
beneficial owner of cooperatives is fundamentally limited to the formal accuracy of  
data submitted by the parties and the implementation of the prudential principle in 
accordance  with  the  Notary  Office  Act.  Notaries  are  not  responsible  for  the  
material truth of beneficial ownership as long as there is no proven element of  
intent or negligence. Administrative, civil, or criminal liability may arise only if  
there is a violation of professional duties or legally proven fault.

The study further concludes that the limits of notarial authority lie in drafting  
authentic deeds and conducting formal identity verification, rather than carrying  
out substantive investigations into cooperative control structures. Clear delineation  
of authority is essential to ensure legal certainty and to prevent disproportionate  
expansion of liability, thereby maintaining a balance between transparency of legal 
entities and legal protection for notaries as public officials.  

5NIM. 2420216310047
6Pembimbing Tesis.
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